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Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang
berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem keuangan negara. Keterlibatan anak dalam tindak pidana
ini  menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, mengingat anak
merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis
kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.
Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam
tindak pidana pemalsuan uang harus mengedepankan prinsip keadilan
yang terbaik bagi anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi
sosial, serta penerapan pidana yang proporsional sesuai UU SPPA.

Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflk dengan hukum,
khususnya dalam konteks tindak pidana pemalsuan uang . Anak yang
berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan batas usia
anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mulai dari 12
hingga kurang dari 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak menekankan
perlindungan hak anak, prinsip keadilan restoratif, dan upaya diversi untuk
meminimalkan dampak pidana yang merugikan perkembangan anak.

Dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang yang melibatkan anak,
penerapan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan aspek
usia, tingkat kesadaran, dan perlakuan khusus sesuai ketentuan hukum
anak agar tujuan pembinaan dan perlindungan anak tetap terjaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana, pendekatan yang digunakan lebih
mengedepankan keadilan restoratif dan upaya pembinaan daripada
pemidanaan semata. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan
pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum serta perlunya
sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan lembaga pembinaan
untuk mencegah residivisme.
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